BUPATI TRENGGALEK
SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015

Menimbang

. a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK

bahwa keuangan daerah dikelola secara efisien, efektif,
dan dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang
baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi,
akuntabilitas, dan partisipatif;

bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Trenggalek Tahun 2015 kebutuhan dananya tidak
dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka
Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu membentuk

dana cadangan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa
Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan
guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak
dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Dana Cadangan untuk Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;



Mengingat

1.
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12.

-3-

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4865);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 508);



Menetapkan :
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015.

BAB |
KEKENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
Bupati adalah Bupati Trenggalek.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Trenggalek.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD, adalah Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

Trenggalek.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya
disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Trenggalek

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Trenggalek.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar

yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum

daerah.

Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD,
adalah PPKD vyang bertindak dalam kapasitas sebagai

Bendahara Umum Daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut
Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan tugas BUD.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar

seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Bunga Bank/Deposito adalah keuntungan yang diberikan oleh
Bank kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu

berdasarkan prosentase dan jumlah tabungan nasabah.

Deviden adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham
atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil

usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.

Portofolio adalah suatu metode penilaian berkesinambungan,
dengan mengumpulkan informasi atau data secara sistematik

atas hasil pekerjaan seseorang.



BAB 11
TUJUAN

Pasal 2

Dana cadangan bertujuan untuk mendanai program dan kegiatan
penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2015.

BAB 111
BESARAN DAN PENYEDIAAN
DANA CADANGAN

Pasal 3

Dana cadangan yang digunakan untuk keperluan
penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan
sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah).

Pasal 4

(1) Penyediaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dipenuhi selama 2 (dua) tahun anggaran dan setiap
tahun anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap

sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat
Milyar Rupiah); dan

b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga
Milyar Rupiah).

(2) Apabila biaya pemilihan melebihi besaran dana cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kekurangan biaya
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dianggarkan
pada APBD Tahun Anggaran 2015.



BAB IV
SUMBER DANA

Pasal 5

Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber
dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dana alokasi
khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang
penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENEMPATAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 6

(1) Dana cadangan yang telah dibentuk ditempatkan pada
rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah
Daerah yang dikelola oleh BPKAD selaku BUD.

(2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai
program dan kegiatan selain kegiatan sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam Pasal 2.

(3) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu

dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

(4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan
untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran

berkenaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 4.

(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan Surat Perintah Pemindahbukuan oleh Kuasa
BUD atas persetujuan PPKD selaku BUD.
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(6) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah selesai
dilaksanakan dan mencapai target yang ditetapkan, Dana
Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana Cadangan

dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

(7) Bentuk dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

deposito dan disimpan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

(8) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening
Dana  Cadangan belum digunakan sesuai dengan
peruntukannya, dana tersebut ditempatkan dalam Portofolio

yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

(2) Penerimaan hasil bunga/deviden Rekening Dana Cadangan
dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menjadi pendapatan Daerah.

(3) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang
dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan

penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

BAB VI
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayaai Kkegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwujudkan dalam belanja
tidak langsung yang berupa hibah dan bantuan keuangan serta

belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan.
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Pasal 9

Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan mengikuti

ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR
Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 23 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

SUKIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, M.Si
Pembina Tk. | Nomor Reg. 188.342/1/406.004/2013
NIP . 19650919199602 2 001 Tanggal 26 Januari 2013
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015

UMUM

Kabupaten Trenggalek memiliki agenda penyelenggaraan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Tahun 2015.
Dimana dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah tersebut seluruh anggaran Kkegiatan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Mengingat
anggaran yang sangat besar untuk satu tahun anggaran, maka perlu
adanya dana cadangan yang penyediaannya dapat dimulai dari tahun
anggaran 2013 dan 2014. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu
program kegiatan lainnya terutama pada program prioritas pada Satuan

Kerja Perangkat Daerah.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas
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Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 16



